BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Dampak akibat hukum perkawinan pada masa iddah di Kecamatan
Dungingi Kota Gorontalo, belum terlaksana sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan dan hukum islam, karena masih ada pasangan suami
istri yang menikah dimasa iddah tanpa melalui prosedur, sehingga
pernikahan tersebut tetap dilaksanakan secara diam-diam atau pernikahan
siri pernikahan dibawah tangan. Maka akibat hukum yang timbul dari
pernikahan dimasa iddah pasangan suami istri tidak akan mendapatkan akta
nikah, dan ketika pernikahan dimasa iddah terjadi dan calon istri telah
bercampur, maka akan timbul masalah nasab (keturunan), masalah anak
yang dilahirkan juga ketika membuat akta kelahiran berstatus hanya anak
ibu, masalah perwalian, dan juga akan berkonsekwensi pada warisan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dimasa lddah di
Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo adalah :

1. Faktor Pendidikan, ketidaktahuan kewajiban larangan dan hal-hal
yang berkaitan dengan masa iddah
2. Faktor Ekonomi, menurut responden alasannya tidak sanggup

member nafkah kepada anak dan biaya pendidikan.
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3. Faktor Keluarga

a. Kesetiaan, menurut responden bahwa ia diceraikan oleh
suaminya karena kedapatan selingkuh.

b. Keluarga, karena tidak adanya teguran dan larangan
menganggap masalah tersebut tidak jadi masalah besar
sehingga lepas tangan.

4. Faktor Lingkungan Masyarakat

a. Kurangnya perhatian masyarakat tidak menganggap tabu
bagi wanita apabila keluar rumah menjalin asmara dengan
laki-laki.

b. Masyarakat masa bodoh, Terkadang masyarakat
menganggap bahwa ketentuan iddah tidak jadi masalah
besar sehingga lepas tangan dan menganggap katentuan
iddah tidak penting.

5. Faktor Minimnya Tingkat Kontrol, Tingkat kontrol dari aparat yang
berwewenang seperti KUA dan para Tokoh agama tidak serta merta
lepas tangan terhadap permasalahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan
beberapa saran dan masukan agar perkawinan pada masa iddah dapat dihindari:

1. Bahwa Para alim ulama hendaknya terus memeberi nasehat dan pengajaran

tentang tradisi atau adat yang pantasnya dilakukan oleh warga
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masyarakat,sehingga masyarakat tahu betul mana adat atau tradisi yang
bertentangan dengan hukum Islam atau yang diperbolehkan, terutama
masalah iddah sebagai sesuatu yang dilarang bagi seorang perempuan yang
ingin menikah pasca kemarian suaminya meninggal atau peristiwa cerai.
Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan masa iddah
agar masyarakat mengetahui dan memahami masa iddah.

. Aparat yang berwewenang seperti KUA dan Tokoh Agama agar turun
langsung memberikan teguran dan saran agar pernikahan dimasa iddah
tidak terjadi lagi.

. Aparat yang berwewenang perlu menggunakan media elektronik sebagali
alat sosialisasi atau penyuluhan masa iddah agar perkawinan di masa iddah

tidak dilakukan.
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